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: a. bahwa berdasarkan Keputusan GubelnuL Nusa Tenggara

Timur Nomor | 24311<Ii;PIHK/2O15 telah ditetapkan Dgwan

f.tg"*"" Badan Layanan 
--Y-T3rn , 

Daerah Sistem

i'""i.Ji""t Air Minum (bluo spnu) pada Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur pada Perangkat
- 

Oa.."ft [ngk"p Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomoi 24311<EPIHK/2Q15 tentang Dewan Pengawas Badan

;t;"t Umum Daerair Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD

SFiUtAt p"a" Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan

Umum d,an Perumahan Ratyat Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

: 1- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembeitukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara

Republik Indonesia Talrun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.IJndang-IJndang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintatan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiimana telah diubah
beberapa kaf terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
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4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur {l,embaran Negara
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O16 Nomor OO9'

Tambahan Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor OO82) sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2O19

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor OO1, Tambahan kmbaran Negara
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01O2);

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun
2OL2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan l,ayanan
Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O12 Nomor
07l;

MEMUTUSI(AIT:

Dewan Pengawas Badan tayanan Umum Daerah Sistem
Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalarn Diktwn
KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan
oleh pejabat pengelola.

Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggungiawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
Nusa Tenggara Timur.



KEENAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku'
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

243/|<EP/HK/2015 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku tagi.

KETUJITH ; Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal I Maret
2079.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral$/at, cq. Dirjen Cipta Karya di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kepala BLUD SPAM pa.da Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat Provinsi Nusa

Tenggara Tinur di Kupa.ng.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 tFlt 2ol9
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SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

BADAN LAYANAN UT'AUN,T DAERAH SISTEM PEI.IYEDIAAN AIR MINUM

PADA DINAS PLTBruENU UMUM DAN PERUMAHAN RAI'YAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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